STANDAR PELAYANAN

Dasar :

1.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang — Undang Momor
28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

3.Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

4.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 tehun 2018.

5.Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

Pe rsya ratan
Adminstrasi: Teknis:

1.5can Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau 1. Gambar sltuasi dan rencana tapak (site plan).

KITAS untuk pemohon (WNA]), scan sertifikat atau 1. Gambar denah yang dllengkapl dengan perletakan
bukti kepemilikan atas tanah (dilegalisir). tangkl septik.

Z.5urat kuasa darl pemillk bangunan gedung |lka 3. Gambar potongan .
pemohon bukan pemillk bangunan gedung. 4, Gambar tampak.

3.5urat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status 5. Gambar detall pondasl, sloof, kolom, balok.
sengketa.

4.5urat perjanlan pemanfaatan atau penggunaan tanah
antara pemlllk bangunan, |lka diperlukan.

5.5can Keterangan Rencana Kota (KRK).

6. Fatwa warls/akta waris darl notaris, |Ika diperlukan.

7.Pernyataan untuk mematuhl ketentuan dalam KREK.

Prosedur

1.Pemohon membuat akun dan melakukan pendaftaran melalul http:f/simbg.pu.go.id

2.Pemerlksaan dokumen oleh Operator, |lka belum lengkap dikemballkan ke Pemohon (perbalkan ulang)

3.Pengawas menetapkan Tim Penllal Teknls (TPT) atau Tim Profesl Ahll (TPA) pada tahap konsultasl apablla
dokumen yang dl upload sudah lengkap.

4.Tim Profesl Ahll (TPA) memberlkan pertimbangan dan masukan teknis untuk bangunan kepentingan umum
atau Tim Penllal Teknls (TPT) memberikan pertimbangan dan masukan teknls untuk bangunan rumah
tinggal.

5.Pengawas mengecek kemball hasll konsultas! dengan TPT/ TPA dan mengeluarkan surat hasll konsultasi
diterimaf ditolak

6.Kepala Dinas PUPR mengeluarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknls dan perhitungan teknis
retribusl.

7.Pembayaran Retribusi PBG oleh Pemohon dan upload buktl bayar melalul akunt pemaohon,
8.Penerbitan PBG oleh Kepala Dinas PMPTSP.

9.Pencetakan dan Penyerahan PBG oleh Operator Hasll PT5P atau Pencetakan PBG oleh Pemohon
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STANDAR PELAYANAN

Dasar :

1.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang
Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah;

4.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah
diubah beberapa kall terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 tahun 2015.

5.Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan

Adminstrasi: Teknis:

1.5can Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau . Gambar situasl dan rencana tapak (site plan).
KITAS untuk pemohon (WNA), scan sertifikat atau . Gambar denah yang dilengkapl dengan perietakan
buktl kepemilikan atas tanah (dilegalisir) . tangkl septik.

2.5urat kuasa darl pemlilk bangunan gedung Jika . Gambar potongan .
pemohon bukan pemllik bangunan gedung. . Gambar tampak.

3.5urat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status . Gambar rencana pondasl termasuk detallinya.
sengketa. . Gambar rencana kolom termasuk detallnya.

4.5urat perjanjlan pemanfaatan atau penggunaan tanah . Gambar rencana balok termasuk detallnya.
antara pemlilik bangunan, |lka diperlukan, . Gambar rencana plat lantal termasuk detallnya.

B.5can Keterangan Rencana Kota (KRK)

B.Fatwa warlsfakta waris darl notarls, Jika diperlukan.

T.Pernyataan untuk mematuhl ketentuan dalam KREK.

Prosedur

1.Pemohon membuat akun dan melalukan pendaftaran melalul http:f/simbg.pu.go.ld

Z2.Pemerlksaan dokumen oleh Operator, Jika belum lengkap dikemballkan ke Pemohon (perbalkan ulang)

3.Pengawas menetapkan TIm Penllal Teknls (TPT) atau Tim Profesl &hll (TPA) pada tahap konsultasi apabila
dokumen yang di upload sudah lengkap.

4.Tim Profesl Ahll (TPA) memberikan pertimbangan dan masukan teknis untuk bangunan kepentingan umum
atau Tim Penllal Teknls (TPT) memberlkan pertimbangan dan masukan teknls untuk bangunan rumah
tinggal.

5.Pengawas mengecek kemball hasll konsultasl dengan TPT| TPA dan mengeluarkan surat hasll konsultasl
diterima/ ditolak

6.Kepala Dinas PUPR mengeluarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan perhifungan teknis
retribusi.

7.Pembayaran Retrlbusi PBEG oleh Pemohon dan upload buktl bayar melalul akunt pemohon.

8.Penerbltan PBG oleh Kepala Dinas PMPTSP.

9.Pencetakan dan Penyerahan PBG oleh Operator Hasll DPMPTSP/Pencetakan PBG oleh Pemohon
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STANDAR PELAYANAN

Dasar :

1.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor
28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

4.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang NMomor 2 tahun 2018.

5.Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Persyarata n

Administras!: Taknls :

L5can Kartu Tands Penduduk (KTF) pemohon atsu KITAS antuk pemofon [WHAL scan
sertifikat atau hul‘l.lnzzmh utul‘l:nﬁ Idiegﬁrb
buekan pemdik banguman

1. 5urat kussa dan pe
gedung
3. 5urat permyatean bahwa tanah tidsk dalam status sengheta
4. Surat p-n]m]'l.l.n. pemaninatan stnu penggunasn tanab sntare pemilik bengunen, Fa

& =

1. Gambar situasi dan rencams tspak (site plank
Gambar densh yang dilengkapi dengan
1mnghi zeptilk
Gambar

. Gambar

termasuk d
Gambar rencana lenm t:n'rnllul: dzhllrv.t
Gambar rencana balok termesuk detsdnys.
Gambar rencana plat lansi termesuk detailnye.
Ib. Heml pe.rch:l i.ln tanah.

E.50an I::I::r
. Fartwre: waris
T.PErmyate

Hencens Kots (KRE]
a waris dari notarss, jike ﬂlerluh'l
urituk dalam KERK

r A

3.

4

5.

8. Gambar rencana
*

E: B

5.

i FRENT |

rEnCans =l‘r|.|l.ha memiliki hu.uﬂ'benl!l. R

12. Gambar Sistem Saniasi Sitem Air Bersibe

13. Gambar Sistem Sanikasi Sitem Air Kator,

14 Gambar Satem Sankassi iPBGah Cair

15 Gambar Sixtem Sanikas |FEGah Poadsl

18, Gambar jari rmrl'i h seditst me hn:wnherﬁ'lrlh.
pamel I.h:'llrk.nr L P*nzlnmpn, :uhllmﬂn

17 ﬁurdmrmmpml i ke an yang disesunikan deugul'liughﬂ
resiko kebaiaran,

Persyaratan Tambahan TABG :

L Gambar dam perhitungan mekanisl
lﬁ-nhnrduupuhrbungm:l-&hﬂ

3 Gambar dam pesh

LEurIlpqmmllnh::ilmhni: nlt:dmg:l:ﬂ.llpﬂmi.
. Dokamen Andalafin dari instansi =it

& Bokumen SMEK dsn RKEK.

18 Gambar sistem penanghsifproteks petir.
15 Dokumen Inghﬁgln sesuai mlsemrld
20. Ketentuan keselsmatan Operasi penerban

(AMDAL UKL-UPL, SFFL],
K] jikn diminta.

Prosedur

1.Pemohon membuat akun dan melalukan pendaftaran melalul http:/{simbg.pu.go.id

2.Pemerlksaan dokumen oleh Gperator, |lka belum lengkap dikemballkan ke Pemohon (perbalkan ulang)

3.Pengawas menetapkan Tim Penllal Teknls (TPT) atau Tim Profesl Ahll (TPA) pada tahap konsultas! apablia
dokumen yang di upload sudah lengkap.

4.Tim Profesi Ahll (TPA) memberikan pertimbangan dan masukan teknls untuk bangunan kepentingan umum
atau Tim Penllal Teknls (TPT) memberlkan pertimbangan dan masukan teknls untuk bangunan rumah tinggal.

5.Pengawas mengecek kemball hasll konsultasi dengan TPT/ TPA dan mengeluarkan surat hasll konsultasi
diterima/ ditolak

6. Kepala Dinas Teknis DPUPR mengeluarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknls dan perhitungan
teknis retribusl.

7.Pembayaran Retribusl PBG oleh Pemohon dan upload buktl bayar melalul akunt pemohon.

8.Penerbitan PBG oleh Kepala Dinas PTSP.

9.Pencetakan dan Penyerahan PBG cleh Operator Hasll PTSP
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Dasar :

1.Undang - Undang Momor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksansan Undang - Undang Nomor
28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

4.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 tahun 2019.

5.Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Rislko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Persyaratan

Adminstrasi: Teknis:

1.5can Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau Masterplan atau Siteplan yang telsh disyahkan.
KITAS untuk pemohon (WNA), scan sertifikat atau . Gambar situasi dan rencana tapak

buktl kepemillkan atas tanah [dllegnllsir] . Gambar denah yang difengkapi dengan parletakan tangki septik.
. Gambar potongan.
2.5urat kuasa darl pemlilk bangunan gedung Jika . Gambar tampak.

pemohon bukan pemlllk bangunan gedung . Perhitungan struktur, jika diperiukan,
3.5urat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status . Gambar rencana pondasi termasuk detalinya, jika diperiukan.
sengketa . Gambar rencana kolom termasuk detailnya, jika diperlukan.

9. Gambar rencana balok termasuk detailnya, jika diperlukan,
4.5urat perjanjlan pemanfaatan atau penggunaan tanah 10, Gambar rencana piat termasuk detalinya, jika diperiukan.

antara pemlilk bangunan, [Ika diperiukan 11, Hasll penyelidikan tanah, jika diperukan.
B.5can Keterangan Rencana Kota (KRK) 12, Dokumen lingkungan sesuai paraturan perundangan (AMDAL,

6.Fatwa warls/akta warls darl notarls, |ika diperlukan UKL/UPL, SPPL), jika diperlukan.
T.Pernyataan untuk mematuhl ketentuan dalam KRK I Ratmntatty Keteimmitan Dperel Remechongan (KARP s Soerivion,

Prosedur

1.Pemohon membuat akun dan melalukan pendaftaran melalul http:ffsimbg.pu.go.id

2.Pemerlksaan dokumen oleh Operator, Jika belum lengkap dikemballkan ke Pemohon (perbalkan ulang)

3.Pengawas menetapkan TIm Penllal Teknls (TPT) atau Tim Profesl &hll (TPA) pada tahap konsultasi apabila
dokumen yang di upload sudah lengkap.

4.Tim Profesl Ahll (TPA) memberlkan pertimbangan dan masukan teknis untuk bangunan kepentingan umum
atau Tim Penllal Teknls (TPT) memberlkan pertimbangan dan masukan teknls untuk bangunan rumah
tinggal.

5.Pengawas mengecek kemball hasll konsultasl dengan TPT|{ TPA dan mengeluarkan surat hasll konsultasl
diterima/ ditolak

6.Kepala Dinas Teknis DPUPR mengeluarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan perhltungan
teknlis retribusi.

7.Pembayaran Retrlbusi PBEG oleh Pemohon dan upload buktl bayar melalul akunt pemohon.

8.Penerbltan PBG oleh Kepala Dinas PTSP.

"4‘.— £ L_E"I

28 Harl Kerja s Wit e 081115500555

Tertemiu




	SP 6 Indikator[1]_111.pdf (p.1)
	SP 6 Indikator[1]_112.pdf (p.2)
	SP 6 Indikator[1]_113.pdf (p.3)
	SP 6 Indikator[1]_114.pdf (p.4)

